
BER!TA DAERAH KABUPATEN SAMOSiR 
TAHUN 2016 NOMOR 23 SER! F N O M O R -

PERATURAN BUPATi SAMOSiR 
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPAT! SAMOSiR NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN PERJALANAN DiNAS BAGi PEJABAT NEGARA, PiMPiNAN DAN ANGGOTA 

DPRD, PEGAWAi NEGERi SiPiL DAERAH DAN PEGAWA! TiDAK TETAP Di LiNGKUNGAN
PEMERiNTAH KABUPATEN SAMOSiR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT) SAMOSiR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas peiaksanaan perjaianan dinas bagi Pimpinan DPRD 
Kabupaten Samosir periu ditakukan perubahan terkait Pedoman Perjaianan 
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri 
Sipii Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, 
periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati 
Samosir Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjaianan Dinas Bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 151, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

6. Undang .../

^  A



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubiik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik tndonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubiik tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik tndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik tndonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
tndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
tndonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Repubiik tndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kati terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketigq atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik tndonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik tndonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- 
Pokok Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir 
Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengetotaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kati 
terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjatanan 
Dinas Datam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 
Tetap;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATt TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATi 
SAMOStR NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN 
DiNAS BAGi PEJABAT NEGARA, PiMPiNAN DAN ANGGOTA DPRD, 
PEGAWAi NEGERt StPtL DAERAH DAN PEGAWAi TiDAK TETAP Di 
UNGKUNGAN PEMERiNTAH KABUPATEN SAMOStR

Pasa! t ..../



Pasa!!
Ketentuan Pasa! 12 ayat (2) huruf a pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 
Tahun 2015 tentang Pedoman Perjaianan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan 
Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipit Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, diubah dengan ketentuan sebagai 
berikut:

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasat 12 setengkapnya 
berbunyi sebagai berikut:

Pasa! 12
(1) Biaya perjatanan dinas digotongkan datam 3 (tiga) tingkat, yakni:

a. Tingkat A terdiri dari Pejabat Negara/Bupati dan Wakit Bupati;
b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon tt;
c. Tingkat C terdiri dari:

1. Pejabat Eseton ttt;
2. Pejabat Eseton tV;
3. Pejabat Eseton V;
4. PNS Gotongan tV;
5. PNS Gotongan ttt;
6. PNS Gotongan tt;
7. PNS Gotongan t.

(2) Biaya perjatanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan 
bagi petaksana perjatanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten 
Samosir sebagai berikut:
a. Tingkat A bagi Pimpinan DPRD kecuati komponen satuan biaya 

penginapan perjatanan dinas dan komponen satuan biaya transportasi 
perjatanan dinas ke tuar daerah tuar provinsi disetarakan dengan 
Tingkat B;

b. Tingkat B bagi Anggota DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(FKPD);

c. Tingkat C terdiri dari:
1. Bagi Ketua TP-PKK Kabupaten dan Ketua DWP Kabupaten 

disetarakan dengan PNS Gotongan IV;
2. Bagi Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua 

TP-PKK Kecamatan, Kepata Desa, Pimpinan BPD, dan Tokoh 
Masyarakat disetarakan dengan PNS Gotongan ttj;

3. Bagi Masyarakat Umum, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP- 
PKK Desa/Keturahan, Anggota BPD, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) tnsan Pers disetarakan dengan PNS Golongan tt;

4. Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas/Honorer, Anggota 
TP-PKK Desa/Keturahan, Perangkat Desa disetarakan dengan PNS 
Gotongan t.

Pasa))!..../



Pasat tt
Peraturan Bupati Samosir ini muiai beriaku sejak tangga! 22 Juni 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

TO H, tVttVt
PE \
N!P. 19580813 198603 1 003

BERtTA DAERAH KABUPATEN SAMOStR 
TAHUN 2016 NOMOR 23SER! F NOMOR 33&

Ditetapkan di Pangururan 
pada tangga! 23 Juni 2016

BUPATi SAMOStR,

Cap/dto

RAPiDtN StMBOLON
Diundangkan di Pangururan 
pada tangga) 27 jom  2016

P!t AH,


